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PADA DINAS PAN GAN KABUPATEN BOALEMO
'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA

| BUPATI BOALEMO,

bahwa dalam rangka pei‘baikan organisasi, ketatélaksanaan

dan kepegawauan yang berbasis pada kmer]a dibutuhkan

ureuan ‘analisa Jabatan pada setiap jabatan untuk“

mewu_]udkan pegawai negeri 31p11 yang profesional, berdayau
. _guna dan barhasil guna,

: bahwa untuk menentukan forma31 Jabatan penngkat i

jabatan dan evaluas1 Jabatan perlu dllakukan Anahsls Beban
Kerja; o :

¢l bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana vdimaksud’

dalam huruf a dan huruf b’, perlu menetapkan Peraturan

b @A A? i Fi Q?{H!%B pati Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis

| wmuﬁen

gmgat\

Bs*ban'Kerja'paday Dinas Pangan Kabupaten Boalemo, ;
1dang—Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

| SEKDA

bupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indone31a )

T4hun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik

ASS ﬂ_\ |

uIn Honesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan

AT RR

)
L~
(

Ut idang —~ Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan

Aths Undang — Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965);

o




,

Undang—Undang Nemeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan g

i Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Repubhk

S Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara‘
S ’Repubhk Indonesia Nomor 5234); ; . ‘

kUndang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil |

g Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a~ :

Neomer 5494}

. 'Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 vtentang Pemei‘intahan-
‘ VDVaerah (Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

~ Nomor 5587) sebagajmana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahunf 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32Tahur'1'20 14 -
| Tentang Pemerintahan Daerah (Lembarank Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm .

~ Nomor 5679); : o
. 'Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 téntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep&bhk Indonesza Tahun
"2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

;'Indones1a Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun' 2017 tentang

Man‘ajemenA PNS (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6037); ,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan : ;
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman |
Analisis Jabatan

." Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformas1 Birokrasi Nomor 41> Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksaria Bagi Pegawai Negeri Sipil di -
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Neg’ara Republik

, Indone31a Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang .
’Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik

: 'Indones1a Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri

&




"  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan PrcdukHukum
Daerah ’(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157); o | R
10.’.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12 Tahun;k
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis J abatan

11. Peraturan’,_‘Daerah Kabupaten Boalemo 'Nomor‘ 5 Tahun 2016 :
ftey‘ntang ‘Pe’m’bentukan Dan Susunan Perangkat Daer‘ahk

, (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 mebr

- 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65);

, 12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas, Fungs1, dan Tata Kerja Dinas
Pangan Kabupaten Boalemo (Berlta Daerah Kabupaten

" Boalemo Tahun 2016 Nomor 595) | '

MEMUTUSKAN

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS

i PANGAN KABUPATEN BOALEMO

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- »Dalam Peraturan Bupatl ini yang -dimaksud- dengan
-2,

Daerah adalah Kabupaten Boalemo

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemermtahan oleh

- pemenntah daerah dan dewan perwakﬂan rakyat daerah menurut asas

~ otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorm seluas luasnya ‘

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones1a

Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

£ pemenntahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemerintahan /
- yang menjadi kewenangan daerah dtonom | : | o
. E k,Perangkat Daerah unsur pembantu Bupatl dan Dewan Perwakﬂan Rakyat o
o ’Daerah dalam peneyelenggaraan urusarn pemenntahan yang menJadl |
| ;kewenangan daerah ' '
- ’Bupatl adalah Bupati Boalemo.

'Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Boalemo

Staf Ahh adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan

, fung31 d11uar tugas dan fung31 perangkat daerah.




.;Pe-gawai- ‘Negeri Sipil yang éelanjutnya disingkat P-NS adalah Pegawai
. N_egeri Sipil di Lingkunga'n Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo e
,Jabatan adalah : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggunéWab,

‘ "WyeWenangy, dan hak seorangvpegawa.i negeri sipil dalam sué.tu oi‘ganisasi

, "~ ~ Negara.

10,
. pemenntah o ; :
o1k Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrater, Jabatan
12
e 7 tugas, tanggung Jawab, wewenang dan_ hak seorang Pegawal‘ Negeri Sipil o

130

'Jabatan leplnan ngg1 adalah sekelompok jabatan tlnggl pada mstans1

Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan‘pelayananpublik

serta administrasi pemenntahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas

- tanggung jawab, wewenang dan ‘hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

o rangka mengendallkan pelaksanaan keglatan yang dﬂakukan oleh pe_]abat

o pelaksana

-~ 14.

'Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunJukkan tugas,' '

‘tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam‘k

3 rangka melaksanakan kegiatan pelayanan pubhk serta admlmstra81

15,

pemenntahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fung81 dan

_tugas berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang berdasarkan pada

5 ‘keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya

< dusyaratkan dengan angka kredlt
[16.‘

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan

" ‘data Jabatan yang diolah menJadl informasi Jabatan,

7.

18

,Anallsls Beban Kexja adalah suatu teknik manajmen yang dilakukan

- secara sistematis untuk memperoleh mformast mengenai tingkat

efektivitas dan eﬁ31ens1 ker_]a berdasarkan volume kerja;

,'Jabatan Fungsmnal Tertentu adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang

- ' pegawa1 negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya '

'}'4d1dasarkan pada keahhan dan/atau ketrampllan tertentu serta bersifat
| " mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan
. angkalkredit. ‘ | | |




o
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L ,19 "Ringkasan Tugas Jabatan merupakan’ ikhtisar dari‘ keselurunan' tugas ;k‘/
S jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Rlngkasan tugas ;
- Jabatan dlrumuskan dari tugas yang pahng inti atau pallng esensi dalam |
el jabatan yang bersangkutan. L T
20 R1nc1an Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
: Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan
’dalam mernproses bahan kerja menjadl hasﬂ kerja dengan menggunakan

, perangkat kerja dan dalam kond131 pelaksanaan tugas tertentu. Senap

o Jabatan ber131 sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampa1 12

o "k(dua belas) tugas dan setiap tugas dluralkan dengan Jelas dalam rmaanv‘

~ syarat Jabatan

o

tugas, gambaran tentang apa yang ~dikerjakan, \mengapa harus

i e | dlkeljakan dan bagaimana cara menger]akannya :
S 21, Pangkat menun_]ukkan tmgkat kedudukan seseorang Pegawa1 Negerl Slpll
L ‘berdasarkan _]abatannya dalam rangkalan susunan kepegawalan yang
s | dlgunakan sebagai dasar- penggapan |
22

' seseorang untuk menduduki suatu Jabatan dan merupakan tuntutan

Syarat jabatan adalah syarat yang ‘harus d1penuh1 atau dimiliki oleh

: g kemampuan kerja yang d1tunjukkan dengan keahlian atau keterampﬂan ‘
s kerja yang diidentifikasi dari pemlhkan pengetahuan kexja, pend1d1kan
S ’pelatlhan pengalaman kerja, dan kernampuan dari aspek ps1kologls dan a
 kekuatan fisik. ‘

23.

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal

maupun hor]zontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung o

jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh

| : i ‘- jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
- 24) '

 jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas

Uralan Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik

jabatan hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab,

4wewenang, rincian tugas, nama Jabatan dibawahnya, korelam jabatan,

keadaan tempat kerja presta31 ker_]a ‘upaya fisik, remko bahaya, dan

" BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
" Pasal2 ; , ,
anahs1s Jabatan dlgunakan sebaga1 dasar dalam penyusunan kebljakan

program pemblnaan / penataan kelembagaan : kepegawalan,




"vketata.laksanaan serta perencanaan kebutuhan pendldlkan dan pelatlhan
aparatur ' , ;
ana11s1s Jabatan dlgunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebuakan

program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bag1 set1ap

i ‘ pemangku Jabatan sesua1 lingkup tugas dan fungsinya -

- oan
b

e

i

, BAB III
' RUANG LINGKUP
: Pasal 3

~ Ruang Iingkup pehgatufan‘dalam Peraturan Bupati ini adalah

anahs1s Jjabatan;

“analisis beban kerja;
i kegunaan anahsls _]abatan dan analisis beban kexja :
‘kewenangan, dan

. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB IV
- ANALISIS JABATAN
Pasal 4

Ana11s1s Jabatan dlsusun sebagai dasar untuk memperoleh 1nformas1

; | Jabatan secara leblh tepat dan akurat.

@

W

 pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Analisis Jabatan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai
dasar pengelolaan ‘kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas
Pangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan

dan pengawasan serta akuntabilitas.

BABYV
ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 5

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah’

4kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pangan.

Tujuan Analisis Beban Kerja sebageumana dlmaksud pada ayat (1) sebagai
dasar penempatan pegawa1 dalam jabatan yang dlperlukan ‘oleh Dinas

| Pangan ‘dalam pelaksanaan tugas dan fungs1 orgamsam sesuai beban

kerja.




(1)

BAB VI
. KEGUNAAN
; Pasal 6 |
Anah&s J abatan dan Analisis Beban Kelja dlpergunakan untuk

: a. Perencanaan kebutuhan PNS;
~ b. Rekruitmen calon PNS;
c. Penempatan PNS;

Pengendalian PNS;

Pengembangan PNS; dan

d

_e. Pendidikan dan pelatihan PNS;
f.
g-

- ‘(2)-

Kesejahteraan PNS. ‘
Kegunaan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya : '
dilakukan oleh : | | | ‘

‘a. Dmas Pangan;

o b. Badan Kepegawaian Daerah Pend1d1kan dan Pelatlhan,

- .C. Bag1an Hukum dan Orgnlsam

et o
.

'_‘. : - v...
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7 Pasal 7 _ _
kAnallsls Jabatan ‘dan Analisis Beban Kerja dllakukan ‘terhadap Jabatan
plmpman tinggi, jabatan admlnlstra31 dan jabatan fungsmnal pada Dmas '
Pangan ; ; ; e |
Anahs1s Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diolah menjadi -
,mformas1 Jabatan meliputi : ‘ ‘ |
Nama jabatan;

Kode jabatan;
Unit organisasi; | o
Kedudukan dalam struktur brganiSasi;
Ikhtisar jabatan; o
Uraian tugas;

~Bahan kerja;

. Perangkat / alat kerja;
Hasil kelja;
Tanggung jawab;

. Wewenang; ’

. Korelasi jabatan; -

. Kondisi lingkungan' kerja;
Resiko bahaya; | :




0. Syarat _]abatan
p Prestas1 yang dlharapkan dan
: 'q. Butir informasi lain. o LT
| 3) Ahalisis kBeban Kerja berﬁpa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang
~ dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi D1nas Pangan sesuai -
| dengan beban kezjajabatan : '
B )] Hasﬂ penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretanat '
s Daerah sebagalmana tercantum dalam Lamp1ran I dan Lamplran I

"-Peraturan Bupat1 ini.

|  (5) 'Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Ana11s1s Beban Kerja sebagalmana‘ o

‘5d1maksud pada ayat (4) dltetapkan dengan Keputusan Dinas - Pangan
' setelah mendapat validasi darl Baglan Hukum dan Organlsa31 Sekretanat :

Daerah Kabupaten Boalemo

: BAB vl
 KEWENANGAN
, : , 5 . Pasal 8 ; :
S (1) Analisis Jabatan dan Anahs1s Beban Kelja merupakan kewenangan‘ ‘
o Sekretanat Daerah dalam hal ini dllaksanakan oleh Baglan Hukum dan
| ,' ,Organlsa31 ‘ ( L |
= ‘(2)"’Pe1aksanaan Analisis Jabatari‘ dan Ahalisis Beban Kerja - sebagaimana -

, dimakSud pada ayat (1) dapat menglkutsertakan Organisasi Perangkat e
e vDaerah terkait dan / atau plhak lam L s

BAB VIII
MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN
S E 7 Pasal 9 ' ,

(1) Bagian' Hukum dan Orgamsgs; melaksahakan : monitOﬁng terhadap
 pemanfaatan pelaksanaan hasil Anahms kaabatan dan Analisis Beban Kerja |

_ f)ada Dinas Pangan secara berkala atau'sewaktu—waktu' sesuai kebutuhan.

" (2) Evaluasi dan pegendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan
k - analisis beban kerja pegawai ‘sebagai bagian dari formasi dan kedudukan
e pénémpatén pegaWai dalam jabatan pada Dinas Pangan dilaksanakan oleh
. ;Badan Kepegawalan Daerah Pendidikan dan Pelatlhan dan Baglan Hukum ;

o dan Orgamsa31




(3)' Pelaksanaan evaluasi dan pengendahan sebagaimana dimaksud pada ayat
- {(2), Baglan Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organ1sas1
Perangkat Daerah terkait.

(4) Anggaran ' pelaksanaan ‘ momtormg, evaluasi dan  pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Baglan Hukum dan Orgamsam Sekretariat

Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar set1ap orang mengetahulnya memerlntahkan pengundangan Peraturan

Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Diundangkan di Tilamuta

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 39¢



" LAMPIRAN I

s PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR @Lp Tahun 2019

TANGGAL \€ A@Wﬁ@ 2009 - D
‘TENTANG ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN

KABUPATEN BOALEMO

e e DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

PADA DINAS PANGAN KABUPATEN BOALEMO

. NAMA ' PEGAWAI | PEGAWAI | KELEBIHAN / |-
INe " N JABATAN EXISTI_NG IDEAL KEKURANGAN
I . |KEPALA DINAS PANGAN
I [SEKRETARIS 1 1 0
: KEPALA SUB BAGIAN PENYU SUNAN PROGRAM . T :
|DAN KEPAGAWAIAN 1 1 0
" |-|Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 0
“ . |-|Pengadministrasi perencanaan dan program 1 1 0
|- Penyusuri Program Anggaran dan Pelaporan 1 1 Qo
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 1 1 0
-|Bendahara ' S1 1 0
-|Pengadministrasi Umum - 1 1 0
-|Pengadministrasi Persuratan - 1 1 0
Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem ‘ o e
- Keuangan : : , 1 1 o
-|Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 1 0
-|Pengemudi ‘ o ' 1 2 -1
-2 |-|Pramu Kebersihan g : ' 1 1 0"
.. |KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN B ‘
Il |PANGAN 1 1 0
KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN 1 1 0
-{Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1 1 0
KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN - 1 1 - 0
| |KEPALA SEKSI SUMBERDAYA PANGAN 1 1 0
. |KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN ; o
- IV |PANGAN L 1 1 20
KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN 1 - 1 )
KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN ‘ 1 1 0
-|Pengelola Ketahanan Pangan ‘ 1 1 0
KEPALA SEKSI HARGA PANGANT - 1 1 0
- Pengawas Harga Pangan 1 1 0
. |KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN =
'V [PANGAN : : 1 1 -0
| |KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN 1 1 0
|KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN 1 1 0
|KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN 1 1 -0 ‘
- JUMLAH ; 28 29 -1

A ne —T

DARWIS MORIDU




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO
- NOMOR R TAHUN 2019
TANGGAL . (¢ Agvrhszow
TENTANG : ANALISIS - JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN BOALEMO

' DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISI BEBAN KERJA

DINAS PANGAN KABUPATEN BOALEMO

[ BUPATI Bq




